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ABRSTRACT

The maritime secior I5 @ priority in developing the current gpovernment.
The development of this maritime shaft iv a consequence of the Indone-
stan state which i a largely marine terreitory. One of the maritime sec-
tors is fisheries. Fisheries are a mainstay in increasing Indongsia's cred-
ibility in the eyes of the world, Bul the Indonesian fishery products can-
not be enjoyed by the fsherman. in fact many of mdonesian's fishery
produce are stolen by forelgn fishermen and many illegal vessels. As a
result of iflegal fishing, Indonesia has high petential losses, As a stare
thar i5 a victim of legal fisking s a state harmed. Other than the losses
suffered by the state, threwtened livelihoods means endangering 4
fisherman’s capability to meet his basic needs. Destructive fishing will
alsa threaten the marine life, Law enforcement in the form af sinking of
ships cannor restore the losses suffered by the state and its sociery.
Similarly, the regularion ro compensate illegal fshing ls not clear
enough, failing ta deter its perpetrators. it's important 1o find rhoge
integrative model of penalization to restore the Siate's Losses Caused
af Fish Crime [Nlegal Fishing)
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A, PENDAHULLAN -

Indoniesis adalah negara maritim, KT yangmenjadi fokus pengembangan.
dimana sebagian besar wilayahnya Namunhasil;lfnkanﬂn Iruin:rm:ﬂahelum
merupakan lautan. Sebagai negara maritin, dapat dinikmati Uhhpﬂﬂm!ﬂmfiﬂ ini
sektor perikanan merupakan salah satu karena pada faktanya hasil perikanan

Indonesia banyak dicuri oleh nelayan werga

! This paper delivered In Inernational Semingr on "Developing Lagsl System To Promobe Social Welfare™ lakara,
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negara asing dan sejumlah kapal illegal.
gl fishing mencapai USS 4 Miliar atan
sedikitrya Rp. 52 Triliun pertaburn, bahkan

menurut  World Bank kerupgian

menggelembung hingga USE 20 Milliar atay
Rp.260 Miliar pertahun.(https://
bisnis lemo. cofread/ pews/ 201 6/03/08/
0a0751 -5 - i-ikan-
bikin-nelavan-kita-frustas). Data pencurian
ikan tahun 2001 hingga 2013 adalah
sehagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Kasus Ulegal Fishing per

tahun dari tahun 2001-201 32

Mo Tahum Jaminh Kasux
N PRI | LEE]

I 20 P

3, 2003 522

4. 2004 o0

5 2003 174

b 2006 208

7 1007 &4

B 2008 241

q 2009 103

1o, 2040 1E3

11. 201l 144

13, 2112 e

13 T3 L1

Hingga saat ini pencurian ikan masih
marak. Menurut Wakil Ketua DFD Rl
Farouk Muhammad menyatakan prakiek
pencurian ikan di sejumliah wilayah Indo-
nesia masih marak bahkan terus mengalami
peningkatan. Titik rawan pencurian ikan
adalah di Laut Arafurn (Papua) di Timur

perairan Indonesia, Laut utara Sulawesi
Barat Natuna (kepulavan Riau), dan Laut
Sepitiga emas antara Thailand, Indonesia,
dan Malaysia.'. Jumlah kapal asing yang
beroperasi mencuri tkan di perairan Indo-
nesia mencapal 3400 kapal asing. Setiap
tahun Indonesia menderita kerugian Rp. 300
trilun sebagai akibat tindak ilfegeal terselut.?
Begitu besar kerugian vang
ditanggung oleh Indonesia sebapgai akibat
dani flegal fishing yvang dilakukan oleh
kapal asing yang beroperasi di Indonesia.
Kebijakan Presiden Joko Widedo untuk
menenggelamkan kapal asing yang
melakukan aktifitas illegal fishing
diperairan Indonesia menjadi titik awal
penégakan hukum perikanan di Indonesia.
Sejak bulan Oktober 2014 Kementrian
Kelautan dan Perikanan (KKP) telah
menenggelamkan sebanyak 151 kapal vang
melakukan penangkapan ikan secara ille-
gal. Dari 151 kapal tersebut terdin dari: 50
kapal dan Viemam:; 43 kapal dari Philipina;
21 kapal dari Thailand; 20 kapal dari Ma-
laysia, 2 kapal dari Papua Nugini; 1 kapak
dari Tivongkok; dan 14 kapal berbendera
Indonesia ® Pada tanggal 14 Maret 2016
ERPmelakiukan penengpelarnan kapal MY,
Viking yang merupakan buronan interpol di
pantai barat Pangandaran.
Tindakan illegal fishing yang
dilakukan oleh anak buah kapal MV, Vi-

http:/findonesiacompanynews.wordpress.com/ 201401 05100 kapal-asing-euri-lkan-di-indanesia-tiap-

tahum; dan hittp://wwe tempo.co/fead/ naws201471 201 DI0E1L BT 7 fakta-fakta-se pulsr-pencurian-ikan

E

b wwworepublika_co.ddberita/dpd-rifbariga -dpd 1 B2 DR 022 sur365-dpd-pencurian-ikan-masub-marak
www.hukumaniine.com/berita/baca/lt5a74a91 64 1faS pena nggelaman-kapal-asing-pencuri-lkan-dilind urngl
hitp:/ioisnis tempo.cofread/ news 0160222 00747104 se]ak- 20 14- 15 -kagal-illegal-diteng gedambkan
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king ini merugiken sumber daya ilan negara-
negara Pasifik, Afrika , dan Indonesia.®
Pada tanggal 19 Maret pukul 14,15, posisi
05°05,866°N 109°07,046E KM Kway
Fey 10078 berbendera Tiongkok masuk ke
perairan Natuna. Kapal ini hendak
ditangkap oleh aparat karcna menangkap
ikan di pcrari.r_an Indonesia dengan
mengpunakan alat tangleap pukat hariman,
Saat kapal Pengawas Hiu 11 milik KKP
sedang berupaya menarik KM Kway Fey,
kapal tersebut ditabrak oleh kapal penjaga
pantai 3184 milik Tiongkok sehingga kapal
pagal ditangkap.” Pemerintah Republik In-
donesia menyampaikan protes resmi
kepada Pemerintah Tiongkok atas insiden
intervensi kapal penjaga pantai Tiongkok

terhadap upaya penangkapan KM Kway
Fey oleh Kapal Pengawas Hiu 11 yang
terbukti mencuri ikan di wilayah perairan
Indonesia®

Tindakan melakulkan pencurian ilkan
merupakan perbuatan vang dilarang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-
undang ini telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubshan atas UL Nomeor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan. Ada beberapa pasal
yang berkaitan dengan tindak pidana
perikanan yang diatur dalam undang-
undang tersebut. Jenis tindak pidana dan
pasalnys tercantum dalam tabel dibawah ini:
Tabel 2: Tindak Pidana IMegal Fishing

Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31

Tahun 204 tentang Perikanan

Seliap orang dengen scngagn mensilikl, menguesai, membava, den'san menggunaken alnt
penangkep ikan danfatau alet ety penongkep ikam yang meogasggangy dan ru_:rualk
kebeclanjutin sumber days lken di kepal penaglap ikan di wilsysh pengelolann perikonan

Setiap oreng vang dengan senpaja di wilayal pengelolasn peniasan Republfk [ndonesin mel akcukam
nsahp perikanon dibidang penangkapan, pembudidaysnn, pengangkatan, pengelolass, dan
pemasaran ikan, yang Ldak memiliki SIUP scbagalmens dienelcsud Pasal 26 ayat (1) depidana
dengen pidana penjara paling fama B (delapom) tzhun dan dends paling banynk
B | 500.000.000,00 (setu milvar lbms rabes jotn ropiah)STUP: izin teriulis yang hans dimiliki

Mo Pasdal Uraian Perbuatas den Pldane
I Pasal 45
Republik Indonesia
1 Pasel 52
rerusghaan perikanan
] Pasal 53

(1}, Setinp eramg yang memilik donlsiny mengoperasikan kipel pensnglap ikan berbendern
indnnesia metekuken penagkapan ikan di wilayah pengelolpsn perilcenon Megars Repoblik
Indomesie dandacan di bwst lepes. yang ldsk eenuilikl SIP1 scbagnimena dimaksud Pesal 17 ayat
{1}, dipidann perjara dengan pidane penjars paling lame & {snam} tohan don denda paling

- -

+=
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banyak R 2000000 000,00 (2 miliar rupioh}(2). Setiap arang veng memiliki dan!
ntim mengopemsikan kops! penangkopes tkes Berhenders asing melakukan penanghapas
ikean ZEE] yeng tidak memiliks SIP sekagaimana dismiksud Pasal 27 aymt (2), dipldans
dengan palmg Banynk R, 20,000 0006000 (déa pulub miliarkd), Setep arang veng
memiliki dendacas mengopemasikon kepnl penamgkapan ikans berbendera Indanesin di
wilkyah pengelolamn perikanmm Megar Hepublik lndonesia danfsten di lout depas, yang
tide membpwe HP] osli sebagaimonn dimakaud Pasal 27 ays (3), dipidana dengen
pldana penjars paling fnme 6 (emam) tohon dan denda paling banyok Bp.
200410 QUG D0 {dua msilver ropeab){4), Sefisp ofang yang menpopenasikas kapsl
pennngkapan ikan herbendern aging melakmkan penangkapan ikan ZEE] yang tidnk
mcmbaws S sl schagadmans dimakaud Pasal 27 svat (3), dipsdana dengan pidana

penjars paling lama & (enam) tahun din denda paling banyak Rp_ 2000000000000
{due pudah silyar rupaeh)5IPD; izin temulis bagh setiap kepal perkinin ustuk melokukmn
penangkapan ikon yanghmenspaian hagian vang gridak serpleahken dari SIUP

Pada era pemerintshan Joko Widodo
sektor maritim menjadi sektor yang
diandalkan untuk mendongkrak ekonomi
Indonesia, Maraknya pencurian ikan di
perairan Indonesia menjadi salah sato
kendala untuk mewujudakan kernandirian
ckonomi Indonesia.Oleh karéna itu
pencgakan hukum pada sektor ini menjadi
signifikan untuk mewujudkan tujuan
tersebut.Salah satu penegakan yang
berdampak siginifikan adalan kebijakan
untuk menanggelamkan kapal yang
digunakan schagai sarana illegal fishing.

MNamun penenggelaman kapal tidak
dapat mengembalikan kerugian negara
akibat dari aktifitas iflegaf ersebut. Negara
sehagal korban kejahatan pencurian ikan
sanpat dirugikan. Bahkan tidak hanya
negara, para nelayan yang sumber
penghidupannya dari hasil pengangkapan
ikan terancam keberlangsungan
kehidupannyva, Selain penanghkapan ikan
vang dilakukan dengan merusak akan
mengancam pula kehidupan biota laut,

Berati aktifitas iflegal fishing merupakan
ancaman serius terhadap keberlangsimgan
kehidupan biota laut, nelayan dan
negara Jika mi drasakan oleh sehruh negara
maka sudah selayaknya aktifitas illegal
Juehing: i dijadiken kejahatan yang bersifat
serius (serious crime), Tindakan illgal flsh-
ing telah menjadi isu global. Menurut Food
and Agriculture Organization of The
United Nations (FAQ) , pada tahun 1995
permasalahan ifegal fishing dijadikan isu
global oleh FAD dengan alasan penunuman
persediaan ikan dunia yang salah sans fakior
penyebabnya adanya aktifitas ilegal fish-
ing”
Berdasarkan Undang-1Indang Momor
45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan, penenggelaman kapal
pelaku illegal fishing, dilegalkan dalam
Pasal 69 gyat (4), vang menvatakan; “Dalam
hal melaksanakan fungsi pengawasan
penyidik dan pengawas perikanan dapat
melakukan tindakan khusus berupa

' Chomarish, Mukure Pengaiolnes Kanseruasi kan Peloisonoan Pendekoton Fefab-hohion sheh mdonesio, Malang:

Setara Preds, 2014, hal.1i@
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pernbakaran dan atau penengpelaman kapal
perikanan berbendern asing berdasarkan
bukti permulaan yvang cukup”. Bukt
permulaan yang cubarp artinya kapal berada
di perairan Indonesia tanpa dokumen yang
sah dan ada bukti ikan vang mereka sudah
tangkap, maka sudah bisa dilakukan
penenggelaman, Tetapi tindakan peneng-
gelaman kapal tidak dupal mengembalikan
kerupian negara dan masyarakar. Demikian
pula pengaturan tentang pengembalian
kerugian sebagai akibal tindakan iflegal
fishing bebum tegas.

Kondisi ini tidak mendukung
pencgakan hukum dalam tindak pidana
perikanan yang menjadi prioritas
pemerintahan saat ini. Disamping it
kerugian negara akibat ifilegad fivhing vang
dilakukan oleh terdakwa tidak dapat
dikembalikan Hal ind tidak sesuai dengan
amanat dibentuknya undang-undang
perikanan, yaitu memberikan hak ckonomi
dan sosial bagi masvarakat yang terkail
dengan perikanan.

Dialam perspektif pemidanaan, pidana
memiliiki efek represit dan preventif.
Penjatuhan pidana kepada pelaku
kejahatan bukan karena perbuatan jahat
sipelaku dan agar pelaku tidek mengulangi
perbuatan jahatnya saja, tetapi juga agar
orang lain takut melakukan kejahatan
serups. Penjatuhan pidana tanpa pidana
penjara, hanya pidana denda dan tidak
dapat dieksekusi terhadap pidana denda

tidak menimbulkan cfek jera baik terthadap
pelaku maupun crang lain. Pencrapan
pidana tersebut membuat seolah-oleh
pengadilan di Indonesia tidak serius
menanggan kasus flegal fshing.
Berdasarkan latar belakang diatas
miaka perilis menetspkan rumissan masalah
azbagai berikut, Bagaimanakah model
penjatuhan pidana yang dapat
diterapkan kepada pelaku tindak
pidana perikanan warga negara asing
sehingga kerugian negara dapat
dikembalikan untok memenuhi hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat 7

B. METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau prosedur.
Metade kajian berarti cara atau prosedur
melakukan pengkajian Oleh karena bidang
kajian adalah ilmu bukoom maka digunakan
metode penelitian ilmu hukum. Metode
hukum doktrinal atau penelitian hukum
normatif dan penelitian huloxm non dokirinal
atan penclitian hukum sosiologis/empiris.
“Penelitian hukum normatif adalah jemis
penelitian yang lazim dilakukan dalam
kegiatan pengemban hukum™ " Oleh karena
itu penelitian ini disebut juga penelitian
degmatik hukum (Rechtsdogmatiek).
Penelitian model ini mendasarkan
pembuktian deduksi bertolak dari preposisi
umum {premis mayor) yang sudah tak
terbantahkan kebenarannya (self evident,

¥ @ prief Sdhart, Editar: Sulisteawatl Iranto & Shidarm. Metode Peneliion Hubum Fonsielos deo Refleksl lxiarta:

Yayazan Obor Indonesia, 2008 hal. 142
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given)."! Penelitian hukum nondoktrinal
menempatkan hasil pengarmaten atau redilas
sosial sebagai premis mayor, kemudian
melakukan pencarian dasar pembenar
melalui norma-norma keajekan antara
berbagai gejala yang memanifestasikan
keberadsan hukum di alam kenyataan'?

Dralam menghkaji tulisan ini, caratya
et :

Metode penelitian dalam penelitian ini
adalah menerapkan metode penelitian
hukum yuridis normatif, Metode ini dipilih
karena ohyvek vang diteliti berupa norma
dan pumsan pengadilan yang berkaitan
menelitipencapaian tujuan hukuam pidana
berupa pengemnbalian kerugian negara
penegakan hukum illegal fishing,
Kemudian dari hasil tersebut diabsriaksikan
untuk menemukan model pemidanaan
terhadap pelaku ilegal fishing vang dapat
mengembalikan kerugian negara. Obyek
vang diteliti akan diletakkan dalam suatu
sistern nomma yang berlaku. Menurut Muka
Fajar dan Yulianto Ahmad, penelitian hulkum
normatif adalah: “Penelidan hukum yang
meletakkan hukum sebagai sistem norma,
Sistern norma yang dimaksud adalah
mengendi asas-usas, norma, kaedah dari
peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, perjanjian serta doktrin

2 fbid. hal. 131
™ ibid;, hal. 132

{ajaran)”."* Dalam penelitian hukum
nommatif terdapat prosedur ilmiah untuk
menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya.
Schingga disiplin ilmiah dan cara kegenya
melihat obyek penelitian dari perspektif
bk itu sendirl.

Metode pendekatan merupakan suatu
usaha untuk memandang obvek vang dircliti
sehingga menghasilkan suam masalah dalam
penelitian.Metode pendekatan vang
dilabaikan dalam penelitian ini adalah sfai-
ute approach, conceprual approach, dan
case approach. Stature approach karena
yang menjadi sentral penelitian ini adalah
aturan yang terkait dengan ilfegal fishing
terutama Undang-Undang tentang
Perikanan Corceptual approach karena
penyelesaian problematika penelitian
didasarkan pada konsep pemidanaan yang
integratif. Case approach karena peneliti
berusaha melihat penerapan penjatuban
pidana pada kasus Mlegal fishing. Sumber
kasus dari putusan pengadilan yang
berkaatan obvek penelitian ind yaitu putusan
illegal fishing.

Olch karenametode penelitian hukoum
yang digunakan dalam penelitian ind adalah
metode penelitian hukum yuridis normatif,
mika data utama dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Data sekunder adalah data
yang diperoleh melalui kepustakaan atau

U Salim WS dan Erfles Sepliana Murbanl, Peogropen Teor Hebwm Podo Perelltion Tesis Dan Disertasi. Jakarta:

Faja Grafindo, 2013, hal.13

¥ hitpsffnaslonal kompas.comfread 2013040 1/11 003881 /lagh, B1.kapal.pancuri.lian ditenggelamian.di.

penjury. indonesia
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literatur. Data sekunder dipilih yang

berkaitan dengan obyek yang ditelit. Data

sekunder dalam penelitian ini, meliputi:

a. Bahan hukum primer; bahan hukum
vang yang mengikar dan ditelit, Dalam
penelitian ini bahan hukum primer
meliputi Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang perikanan jo
Undang-Undanp MNomor 45 Tahun
2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Namaor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan

b. Bahanhukum selomder: bahan hukoam
vang memberikan penjelasan kepada
bakan hukurmn prirer. Bahan hakoom in
terdiri dari buku atau literatur, hasil
penelitian, dan makalah vang
berhubungan dengan judul atau
magalah dalam peneditian ind,

¢.  Bahan hukum tersier : bahan hukum
ini terdiri dari kamus Bahasa Indone-
sia dan Bahasa Inpgris,

C. HASIL PENELITIAN

Lpava penegakkan hukum terhadap
illegal fishing dilakukan secara masif untuk
memberikan efek jera kepada pelaku
dengan cara pembakaran dan peneng-

gelaman kapal. Melalni Kementerian
kelautan dan Perikanan (KKP), dengan
bukti permulaan yang cukup berdasarkan
ketentuan Pasal 69 ayat (4) U No.45
Tahun 2009 dapat melakukan tindakan
khusts berupa pembakaran dan atau
penengzelaman kapal perikanan berbendera
asing, Data terbaru memmiukkan dar tahun
2014 sampai April 2017 sudah ada 317
kapal yang ditenggelambkan. Pada 1 April
2017 kembali 81 kapal ditengpelamban,
dengan rincian dard 81 kapal vang akan
ditenggelamkan, 46 kapal diketahui
herhendera Vietnam, 18 kapal Filipina, 11
kapal Malaysia, dan 6 kapal Indonesia.
Sebanyak 46 kapal telah diputuskan secara
inkraher (berdasarkan putusan vang
memiliki kekuatan hukum tetap) dan 35
lainnya ditetapkan berdasarkan penetapan
Pﬂ]gﬁjjlﬂn.”

Fakta tentang kerugian negara yang
tidak dapat dikembalikan, terdapat dalam
kasus illegal fishing vang dilakukan oleh
warga negara Thailand dengan kapal
berbendera Malaysia. Kasus ini tercantum
dalam Putusan Pengadilan Negeri Sambas
Nomor: 210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs,
Deskripsi kasusmva sebagai berikut:

Tabel 3 : Deskripsi Kasus™

Dhi liwnnn

Futusan

Pelaku: Mt Buoked

Dakwaan  becheniok

Sopana alins Roy warga
negara Thedland meropakan
nahkoda EM.SF2-1347C
bernaidiza Malmsia
Kejedian: pade harl
Selasa, 7 Agustus Z0U7, jam
13 30 Wik, & peainm Laun

kumulatif, Kesatu:
Pasal 92 jucts Pasad 26
aval {1} jucte Pasal 182
Undang-Undang
Momor 11 Tahan 2004
tentang = Perikanan.
Kedun: Pasal 95 aval

kan
melakukan findak pidena: 1. Paaal 42 Undang-Undang
Moemar X1 Tedun 2000 vo Usdang-Undang Momor 45
Tehun 2009,

L. Pasal 93 aym (I Usdesg-Uindang Meenor 31 Tahun
2044 w0 Undasp-Usdang Moseor 25 Tahun 100%.

Terdabwa belah iorbokii Secars sah dan meyakin

™ Putuzan Pengzdilan Megerl Nomaor: ZL00PHE. Swes /2081 /FR.Sbs dizkses darl
werw putusan.mahkamahagung. go.id

172 | wrnai Huwkuem PRI Fol 6 Mo, I, Tahun 3007



fdods Pemidonoos lategratll Oofom Ronghe Mengembalives Kerumion Negona - T Widvsalngrum

ARMbar Thwddok Pidowa Perikanmn

fniegrative Fenolization fiode o festore the Shote's Lorses Coasea of Fish Jime (Wegal Fsning)

Matuna termasuk

i2) juclo Pasal 27 ayat ()
dainm Zona Ekslusil

Juctn Pasal 102 Undangs
Undang Momor 31 Tabron 2044
temtang Perikanon, Ketige:
Fasal 85 jucto Pasal 9 hanaf o
jugte Fasal 102 Undang-
Undarg Momor 31 Tahuon T00d
temtang Perikanam  jucto
Keputnsan Fepohlik Endonesia

Induncais, pada posisi
031558739 L1 -
=34 39" BT
melakukan kegiatan
pemangkapan ikan di
whlavak péogelolsan
perikaman  Repuhlik

Indongsls. Kapal  MNomar 39 Tohun 1980 ninng
deiangksp oleh paboli  Pengmhapasan Jaring Trawl.
HIU 04 milik

Direktoret  Jendersl
FerikenanTengkap
yang melzksannkan
purasi pengawosnm
pengendalian sumber
diva kelautan dan
perikanan di laal
Maruna dan laut Cina
Selatan

2. Pasal 13 Undsog-Undang Nomar 31 Tahun 2004 w0
Uedeng-Undang Memor 43 Tahun 2069,

Pidann yang dijstubkan kepads terdakwa nims
perbosisn terseku adalsh:

I. Pidana denda sehesar Rpo 2.000.000.000,- (2 milisr
rupiah), jiks dessda tidak dibayar meka diganti decgan
kurungan seleme & (enam) bulan

1. Menyatekan harang bokil Besupa u ti
barang bukti hosil belang lkan mﬁrﬂmﬁﬂ
Rp 359100 (tign ratus lem patuh sembilan riby sertus
rupish dem hasll lefasg kapal BM-5F2-1247 sehesne
Rp. 31 680,000, - (tigs pulub sy jota enesmn s
deloman patuh ribu rupiah dirampas uncuk negaem

Hakim memutus perkara tessbut
secara in ghsentia (tanpa kehadiran
terdakwal, dan terdakowa tidak pernah
metberikan keterangan di persidangan.
Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
memungkinkan persidangan sccara in ab-
sentla, Terdakwa dalam kasus ini
merbpakan warga negara Thailand.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 102
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
dalam Undang-Undang Perikanan tidak
berlaku kecuali terdapat perjanjian antara
pemerintah Indonesia dengan pemerintah
warga sebapai pelaku tindak pidana
perikanan. Oleh karena terdakowa warga
negara Thailand dan pemerintah Indonesia
mengenal Perikanan, maka terhadap
terdakowa vang warga negara Thailand tidak
dipidana dengan pidana penjara, dan hanya
dipidana dengan pidana denda. Namun
karena in absentia, maka keberadaan
terdakwa tidak diketahui, dan cksekusi

pidana denda tidak dapat dilaksanakan,
Putusan pidana denda kepada pelakn
dalam putusan PN Sambas Nomor
210/Pid.Sus/2011/PN.Sbs. sebesar
Ryp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
subsidier 6 bulan kurungan tidak dapat
dieksekusi. Pengadilan juga tidak dapat
menjatuhkan pidana penjara kepada
terdakwa karena terdakowa warga negara
asing {Thailand).
Mendasarkan pada uraian tersebut di
atas, peneliti menemukan problem dalam
Pada satu sisi sektor perikanan menjadi
andalan negara kita dan menjadi pricritas
penanganan pada pemerintahan saat ini,
namun pada fakta penegaklkan khususnya
di pengadilan sangat lemah. ldentifikasi
kelemahan pencgakan hukum illegal fish-
ing dalam Putusan PN Sambas Nomor
210/Pid.5us/2011/PN.Sbs. adalah:

1. Putusan hanva menjatuhkan pidana
denda kepada pelaku ilfegal fishing,
yang seharusmya dapat dijatubi pidana

Jormal Hiokum PRI, Fol 6 Moo 2 Tiokan 2007 | 173
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penjara.

2. Pidana denda yang dijatuhkan tidak
dapat dieksekusi bersifat in absentia,

3. Tidak ada kerjasama antara Indone-
sid dan Thailand,

D. PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perikanan merupakan
tindak pidana khusus vang merugikan
keuangan negara sekaligus merusak
lingkungan hidup. Lebih jauh kerusakan
lingkungan hidup khususava habibat laut
sangat merugikan masyarakat terutama
nelavan karena ketersediaan dan
keberlanjutan ekosistem laut khususnya
memperkecil manfaat ekonomis bagi
nelayan. Bagi negara llegal fishing menjadi
sumber kerugian yang besar karena
merongrong sumber daya alam yvang
menjadi kemoditas pendapatan negara yang
digunakan wuntuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

Keuntungan vang tinggi dari iflegal
Sishing membuat banyak kapal yang
melakikan pencurian ikan teratama kapal-
kapal asing. Sementara kerugian negara
akibet illegal fishing tiap tahun sangat besar,
seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi
pads Simposium Kejahatan Perikanan
Internasional I di Gedung Agung Istana
Kepresidenan Yogyakarta pada 10 Oktober
2016 bahwa, “fllegal fishing telah
mengakibatkan kerugian ckonomi

Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika
per tahun. Termasuk mengancam 65 persen
terumnbu karsng kita, '

Kerugian negara didefinisikan dalam
Pasal 1 Angka 22 UU No.1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal
1 Angka 15 UU No.15 Tahun 2006
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang
adalah kekurangan uang, surat berharga dan
barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja atau lalai. Berdasarkan
pengertian tersebut terdapat unsur-unsur
kerugian negara, yaitu;

1. Kekurangan vang, barang, dan surat
berharga;

2. Jumlsh kerugian nyata dan pasti;

3. Perbuatan melawan hukum baik
sengajn atm lala;

4. Adanya penanggungjawab/pelaku
keerugrian;

5. Hubungan kausalitas antara perbuatan
melavwan hukum demgan kerugian yang
tﬂljﬂl:li."

Dralam kasus iffegal fishing kerugian
negara tidak hanya sekedar dihitung
berdasarkan nilai ikan yang dicuri tetapi
memiliki dampak vang cukup luas
diantaranya sehagai berikut, 1).Subsidi
BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak
berhak,Z).pengurangan PNBF, 3). Peluang
kerja nelayan Indonesia berkurang, karena

= hittp:Mkatadata.co bdfberita 201610000/ jodewl-Ind onedla-ru gi-rp- 260 trillun-akibat- pescurian-ikan
¥ Hitam Burhanweddin, Hukum Kepomgon Megors, Yagvakares: Total Media, 2008, hal 172
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kapal-kapal asing yang menggunakan ABK
Asing, 4) Hasil tangkapan umumnya dibawa
langsung ke luar negeri sehingpa
mengakibatkan hilangnya devisa negara dan
berkurangnya peluang nilai tambah dari
industri pengolahan, ) Ancaman terhadap
kelestarian sumber daya ikan, "

Upava pemerintehan Jokowi
menerspkan penegakkan hukum i sekior
perikaman lewat kebijakan pembaksnn dan
penenggelaman kapal yang melakukan i-
legal fishing merupakan langkah maju
dalam penegakkan hukum pidana
lingkungan. MNarmun demikian ada beberapa
bal yvang patut dikaji ulang mengenai
efektifitas  pemidanaan berupa
penenggelaman kapal dengan aspek
kerugian negara. Apalagi jika menyangkut
perscalan Internasional dimana pelaku ille-
gal fishing adalah warga negara asing dan
belum ada kerjasama pemerintah Indone-
sia dalam hal ekstradisi pelaku iliegad fivh-
ing tersebut terutama pada kasus i¥legal
Jishing dalam Putusan PN Sambas Nomor
210/Pid Sus/201 /PN, Sbs, Pada putusan
tersebut Pidana vang dijatuhkan kepada
terdakowa atas perbuatan illegal fishing itu
hanya menjatuhkan pidana denda dan
tambahan uang pengganti barang bukti hasil
lelang ikan vang dicuri, Karena diputus in
absentia pidana denda terschut tidak dapat
dilaksanakan sehingga upaya untuk
mengembalikan kerugian negara akibat il-
legal fishing tidak dapat terpenuhi.

ULF MNo.31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan jo. UU No.45 Tahun 2009
Tentang Perubahan Atas U1 Na.31 Tahun
2004 Tentang Perikanan, mengkategorikan
tindak pidana perikanan sebagai suatu
kejahatan. Hal ini tertusing dalam Pasal 103
vaitu Tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal
&8, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal
94 adalah kejahatan. Dalam rumusan Pasal-
pasal tersebut disebutkan mengenai adanva
pidana penjara dan juga pidana denda bagi
pelakunya

PPenjatuban pidana bagi pelaku
kejahatan mendasarkan pada kebijakan
kriminal yang ditetapkan oleh
penyelengpar negara. Kebijakan kriminal
(palitik hukum pidana) merupakan bagian
dari politik hukum nasional (Jegal policy)
secarn keseluruhan, serta merupakan bagian
an politik sosial (secial welfare policy
maupun secial defense policy).'® Politik
bk nasiorsd bidang hukum terlihat dalam
GBHN yang menegaskan dua hal vang
bersilal strategis, pertama, pertama
pembinaan hukum harus mampu
mengarahkan dan menampung kebutuhan
~kebutuhan hukum sesuai dengan
kesadaran huloum rakyat vang berkembang
ke arah modernisasi menurt tingkat-ingkat
kemajuan permbangunan di segala bidang,
dan kedua diperlukan ketertiban dan
kepastian hukum sebagai prasarana yang
ditujukan ke arah peningkatan pembinaan

" Munung Mahmudah, Wegal fsbing Pertnngpungiawebon Fidana Korponas! dakarta: Sinar Grafiks, J01% Rl o798
" M. Majih, Profemelibe Pervborvan Hukum Pldoea Wasioeal, Jakarta; HN, 2043, kel 196-195
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kesatuan bangsa yang mendukung
modernisasi, Hakikat dari politik hukum
nasional adalah kepastian huloum, keadilan
dankemanfaatan, harus dilihat sebagai con-
ditfon sime gua non bagl pembangunan
hukum nasional

Politik kriminal pada hakekatnya
merupakan bagian integral dari politik sosial
vaitu kebijakan atau upeya unfuk mencapai
kesejahleraan sosial, politik kriminal terdiri
dari penal policy dan non peral palicy
Penerapan pidana penjara ataupun denda
adalah upaya penal dalam menanggulangd
kepahatan, Dalam memutuskan penerapan
pidana bag pelaku kejahatan terteniu yait
illegal fishing akan dipengaruhi oleh
kebijakan penegakan hukum pada
umumnya, dan dipengaruhi pula oleh
kebijakan sosial vang tujuannya untuk
mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena
itu dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku kejahatan harus dipertimbanghkan
tujuan dari penjatuhan tersebut, apakah
berdampak pada  peningkatan
kessjahteraan masyvarakat atau bahkan
sehaliknya.

Dalam menerapkan politik hukmm
pidana (penal policy) terdapat dua masalah
sentral, yaitu: perbuatan apa yang
seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
sanksi apa yang sebaiknya diterapkan
kepada si pelangpar™ Penentuan kedua hal
tersebut, akan berkaitan dengan penentuan

ibig\;hal 30
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politik sosial yang integral (integritysocial
policy) sebagai cara untuk mencapai
kesejahterann sosial. Dalam kasus illegal
fishing saat tindak pidananya sudah
dirumuskan dengan jelas, semestinya bisa
dilaksanakan dengan konsekuen.
Peperapan pidana harus mengandung
dasar pembenar. Dasar pembenar
penjatuhan pidana meliputi 3 teord, yaitu:

1. Teori Absolut ( Refributif) memnyatakan
bahwa pemidanaan merupakan
pembelasan atas kejahatan yang telah
dilakukan oleh pelakn. Sanksi yang
dijatubhkan untuk mermuashkan tartutan
keadilan dan moral serta sebagai
pembalasan,

2. Teori Tujuan ( Tefeologis) menyatakan
bahwa pemidanaan sebagai sarana
untuk mencapai fujuan tertentu yang
bermanfaal untuk melindungi
masyarakat (vocial defence),

3, Teori tujuan pemidanaan yang integratif
{Retributif-Teleologis) menyatakan
bahwa pemidanaan dilihat dalam
perspeltif multi dimensional, sehingga
pemidanaan bersifat plural
Uniuk mencapai tujuan negara yaitu

kesejahteraan sosial, ukum pidana ikut

andil pula dengan mencegah (preventif)
terjadinya kejahatan dan menerapkan
pidana (represif) terhadap pelaku tindak
pidana Upaya ini dilakukan dengan sarana
penal yaitu dengan menerapken pidana yang

Remll Atmasesmita, Teosd Hukwm nbegrati, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hal.110-111
Barda Hawewl Arief, Bungo Rompal Kebliokan Hokum Pldess, lakarta ; Kencana, 1014, hal 405

Muladi. Lembego Pdane Bersyarat, Bendang: Alamsi, 2008, hal 48-54
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tercantum dalam Pasal 10 KUUHP bagi
pelaku tindak pidana. Hal ini dalam ranglka
mencapai tujuan dan fungsi hukum
pidana, Tujuan hukum pidana secara umum
adalah mencapai keadilan, kepastian, dan
kegunaan, sedangkan secara khusus adalah
untuk menjatubkan pidana bagi pelaku
tindak pidana dan mencegah terjadinya
tindak pidana terhadap orang, badan dan
harta benda. Tercapainya tujuan dan fungsi
bukum pidana akan menyembang
peningkatan kesejahteraan rakyat, Adanya
pidana denda dalam ketentuan pidana UTT
perikanan membuktikan babwa pidana
denda mengarah pada pengembalian
kerugian negara sehingga kesejahieraan
rakoyat bisa divajudkan,

Pada saat pelaku illegal fishing vang
kiebamyakan adalah orang asing, sangat sulit
untuk mempertanggung jawabkan
perbuatannya karena sudah kembali ke
negara asalnya. Yang terjadi kemudian
eksekusi pidana denda juga tidak dapat
dilaksanakan, Meskipun ada lelang hasil
tangkapan ikan ilfegal fishing jumlahnya
sebagai bentuk pengembalian kerogian
Nepara, sekaligus dalam mewujudkan
pencegahan (preventif) terjadinya kejahatan
dan menerapkan pidana (represif) terhadap
pelaku tindak pidana. Pada UU No.45
Tahun 2009 pidana denda diancam dengan
makgimal 20.000.000,000 (dua puluh
milyar) yang jauh lebih berat dibandingkan
UU Ne.31 Tabun 2004, namun selama
dalam persidangan pelaku tidak dapat

dihadirkan maka pidana denda tersebut
ticlak efektif dijalankan.

Besaran pidana denda vang semakin
berat dalam UL No.45 Tahun 2009, tidak
menghilangkan sifat kejahatan pada diri
pelaku schingga pidana penjara semestinya
juga dilaksanakan. Dalam ranah hukum
pidana setelah UL No.31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dinyatakan dalam Pasal 4 bahwa
pengembalian kerugian negara atau
perekonomian negara tidek menghapuskan
dipidananya pelaku tindak pidana. Hal
teracbut menjelaskan bohwa sifat
pertanggungiawaban pidana masth tetap
melekat pada pelalou tindak pidana urtuk
memperianggung jawabkan perbuatantya.
Begitu pula dengan pelaku illegal fishing
dalam putusan PN Sambas No. 210/
Pid.8us/2011/PN.5bs, Mr. Bunked
Sophana scbagai Nakhoda yang
bertanggung jawab atas kepemimpinan
kapal yang melakukan illegal fishing
seharusnya bisa dipenjara selain dengan
tetap membavar denda. Namun karena
belum ada perjanjian Internasional dengan
Thuailand maka ia tidak bisa dipidana.

ULl No.45 Tahun 2009 Tentang
Perubshan atas U0 No.31 Tahun 2004
lentang Perikanan menganr mengenai
ketentuan pidana yang menyebutlan setiap
orang yang dalam hal rezim huloum laut
lokal) terkena ketentuan tersebut. Pada
pelaksanaan penegakkan hukumnya masih
sanipat lemah, ada ketimpangan dan

Juenal Hikum FRIOME, Vol f Mo, 2 Takew 207 | 177
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ketidakadilan saat pengenaan ketentuan
pidana badan tidak bisa dilakukan untuk
awak kapal asing, Sementara kapal Indo-
nesia yang tertangkap illegal fishing
dikenakan hukuman penjara dan kapalnya
dibakar dan ditenggelamkan. Menurut
Kajari Belawan, kejaksaan kesulitan
karena sudah pulang ke negara asalnya,
Sclama tahum 2016 pihak Imigrasi Batam
sudah mendeportasi seldtar 300 lebih pelaku
pelanggaran illegal fishing di Kepulavan
Riau, ™ Sementara itu hal berbeda terjadi
pada nelayan Indonesia, sclain terkena
hukuman badan, kapalnya juga ikot
ditenpgelambcan, jadi tergantung hekimnya
yang memus ™

Selain itu kapal perikanan yang
digunakan untuk illegal fishing yang
dibakar dan ditenggelamkan juga tidak
memberikan manfaat bagi masyarakat
nelayan. Padahal dalam Pasal 76C ayat (5)
UL No.45 Tahun 2009 menyebutkan
bahwa Benda dan/atau alat vang dirampas
dan hasil tindak pidana perikanan yang
berupa kapal perikanan dapat diserahkan
kepada kelompok usaha bersama nelayan
dan/atan koperasi perikanan, Pertimbangan
kementerian kelautan dan perikanan memilih
penenggelaman kapal sebagai bentuk
hukoumean untuk menciptakan efek jera bagi

pelalko sekaligus agar kapal perilkanan itu
tidak dipakai lagi unouk melakoukan ilfegal
fishing * Artinya tindakan penenggelaman
kapal tersebut lebih didasarkan pada
pencapaian tujuan pemidanaan yang
retributif yang menyatakan bahwa
pemidanaan merupakan pembalasan atas
kejahatan vang telsh dilakulkan oleh pelako,
Sanksi yang dijatuhkan lebih untuk
memuaskan tuntutan keadilan dan moral
serta sebagal pembalasan.

menyelesaikan problematika pensgakan
Tuzkum tindak pidana perikanan tersebut di
atas, adalah menerapkan model
tujuan pemidanaan dan mengembalikan
kerogian negara. Teorl pemidanaan yang
integratif mensyaratican pendekatan yang
integral terhadap tujuan-tujuan pemidanaan,
berdasarkan pengakuan bahwa
ketegangan-ketegangan yang tefjadi di
antara tujuan-tujuan pemidanaan tidak
dapat dipecabkan secara menyeluruh.
Didasarkan bahwa tidak satu pun tujuan
pemidanaan bersifat definitif, maka teori
pemidansan yang bersifat integratif ini
meninjau tujuan pemidanaan dari segala
perspektif*” Teori hukum integratif dapat
digunakan untuk menganalisis,
solusi hukum yang tidak hanya

® hitp:/fbatamarbunnesws. com 201 301,20 newsvidena- nulnl-muu-dwww

yigtnam-di-band sra- batam

B http: ) vewow e, bz, e /1900 18 Hukisman terhadap Pelaky IBsgal Fishing Sangat Lamak

® Hasil wawancara dengan Kasubag Perstursn Kememberisn Kelsaian dan

peda tanggal T Agustus 2047
T muladl, Gp.t hal.Gd
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mempertimbangkan aspek normatif,
melainkan juga aspek sosial, ekonomi,
politik dan keamanan nasional dan
internasional * Teor tujuan pemidanaan
bersifat operasional dan fungsional.
Sehingga membutuhkan pendekatan multi
baik yang bersifat individual maupun
darmpak sosial. Dalam hal ini huloum pidana

{penjera) selama tidak ada perjanjian antar
negara menjadikan polemik dalam
pencgaklan hukum perikanan. Penelitian
yang dilakukan oleh Mohammad Tanzil
Azizie, Pencliti LEIP menyebuthan balvwa
dari berbagai putusan tindak perikanan di
Mehkamah Agung ~ sepanjang tahun
2011 sampai tahun 2015 terdapat
perbedaan boleh tidaknya WINA diberikan
hukurnan badan. Dari 152 putusan tersebut,
hanya 75 putusan yang bisa diakses/
diunduh. Dari 75 putusan tersebut, hanya
ada 14 putusan yang spesifik membahas
mengenai penjatuban pidana kurungan
pengganti denda dengan komposisi 6
putusan menjatuhkan pidana kurungan
pengeanti denda dan 8 putusan yang harya

5 mpomll Atratasmits, Op 00, haldg
5 wiuladl, Op i, hal 55-54

Altbat Tndok Pidowe Perikonoe

dengan pidana kunungan pengganti denda ™
Dari penelitian tersebur diketahui bahwa
pemmahaman dan perspelktif hakim terhadap
keteniuan Pasal 73 Agat (3) UNCLOS
yang diterapkan pada Pasal 102 UU No.45
Tahun 2009 jo. UL Ne.31 Tahun 2004.
Dengan adanya perbedaan putusan
tersebut menunjukkan bahwa dalam
pembangunan hukum nasional diperlukan
terobosan hukum yang dapat membumikan
konsep teori hukum integratif. Hal yang
dapat dilakuken pertama adalah melakulan
terobosan-terobosan hukum seperti dalam
teori hukum Progresif. Karakter hukum
progresif adalah: (1) bertujuan untuk
kesejahteraan dan kebahagian manusia oleh
karena memandang hukum selalu dalam
proses (Jaw as process, lawas making),
(2) peka terhadap perubshan di
magvarakat, dan (3) menolak status quo.”'
Dalam rangka mewujudkan tujuan
hukum (ketentuan pidana) sangat dihindaci
karena tidak mencerminkan kepastian
hubeurn, Dampak individual dan sosial {fa-
dividual and social damoges) sebagai
akibat dari tindak pidana merupakan cen-
fer point atan titik berat penetapan tujuan
pidana yang berbeda-beda dalam setiap
kasus. Adapun tujuan pemidanaannya
adalah: 1, Pencegahan (umum dan khusus);

® psahammad Tanziel Az, Lembags Kajlan das Advakash Untull Independensh Paradilan (LelP), Konseg foeal

Peradilan noeeesio: Menciptakan Kesatwan Hukum &

Aksey Magporakat Podo Keodilon, (lakara;

Aernimghatian
Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk indeperdensi Peraditan [LekP), 2010
E galjipie, Raharje, Hikwm Dwelam fegoo’ Ketentuon, Jakarta: UKl Press 2006, Bal57
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2, Perlindungan masyarakat; 3. Memeliham
solidaritas masyarakat; dan 4.
Pengimbanpan ™ Mengingat titik berat
penetapan fujuan pidana berkaitan dengan
politik bukum nasional vang diturunkan
kedalam politik kriminal, penting kiranya
memperhatikan aspek keadilan terhadap
pelaku dan juga masyarakat. Oleh karena
ity hukuman badan terhadap pelaku illegal
fizhing WA sangat dimungkinkan. Jika
menggunakan sudut pandang hukum
progresif, semestinya bisa dilakukan
terobosan hubum pada ketentuan Pasal 102
UU Perikanan. Pada Pasal 102 UU
Perikanan, jenis pidana vang tidak boleh
dijatehkan hanyalah pidana penjara namun
tidak ada larangan untuk menjatuhkan
pidana lain vang sifatnya lebih pada upava
pemulihan dan pengimbangan terhadap
penjara seharusnya bisa diganti dengan
pidana kurungan pengganti denda seperti
yang ada dalam beberaps putusan hakim
pada penelitian Mohamad Tanziel Azies.
Ketentuan pidana penjara dalam
bentuknya vang terbatas sangat
dimungkinkan untuk memberikan efek
memaksa terhadap pembayaran pidana
denda vang sclama ini sulit diwujudlcan.
Melalui perspektif teori hukum integratif
perscalan mengembalilean kerugian negara
akibat illegal fishing yang dilakukan oleh
WHNA diperlukan tidak seckedar
mempidanakan pelaku individu dengan

= Maladl, Op.Cit, halBl
" Aomil Atmasasmita,, Dp.Cli hal 38
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pidana kurungan pengganti denda tapi juga
merupakan gabungan dari keduanya. Teori
hukum integratif tidak hanya menjadi
landasan pengkajian masalsh pembangunan
nasional dalam korteks “trwand looking ",
melainkan juga dalam konteks pengaruh
hubungan internasional ke dalam sistem
kehidupan bangsa Indonesia® Ketika
dilapangan masih dijumpai perbedaan
penafsiran Pasal 102 oleh para halkim yang
masih menunggu kebijakan pemidanaan
melalui SEMA, pemerintah Indonesia sudah
harus memulai langkah-langkah
Internasional uniuk mengintegrasikan upaya
penegakkan hukum atas tindak pidana
perikanan yang melibatkan negara-negara
tetangga. Perjanjian ekstradizi diantara
negara ASEAN periu dilakukan agar dapat
meminimalisir tindakan illegal fishing
sekaligus memberikan kepastian dan
keadilan hukum bagi masyarakat.
E. PENUTUP
Kesimpulan

Tindak pidana perikanan berupa il-
legal fishing sudsh sangat merugikan negara
karena selain mengancam kelestarian
sumber daya perikanan, keberlanjutan
penghidupan nelayan Indonesia dan
berkurangnya penerimaan negars. Dalam
kasus illegal fishing yang melibatkan
warga negara asing sebagai pelakunya,
kebanyeakan pelaku tidak dapat
mempertanggung jawabkan perbuatanmya.
Hal ini dikarenakan rezim hukum
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internasional yang melarang hukuman
penjara dijatuhkan ketika belum ada
perjanjian antar negara. Akibatnya
pengenaan kelentuan pidana dalam UL
Perikanan yang berupa pidana denda tidak
dapat dilaksanakan schingga tidak mamypu
mengembalikan kerugian negara akibat il-
legal fishing,

Perbedaan penafsiran Pasal 102
UL Perikanan wang merupakan
pengejawantahan Pasal 73 UNCLOS aleh
para hakim yang memutus perkara illegal
fishing menjadi tantangan penegakkan
hukum perikanan Indonesia. Dalam
perspektif teori bukoum inegratif diperlukan
lebih dari sekedar terobosan dalam
memaknai laranpan penjatuban hukuman
badan bagi WINA pelaku iflegal fishing,
sehingga hisa dimunglinkan dilakukannya
pidana terhatas sebagai gabungan terhadap
pidana denda, sekaligus untuk memastikan
pidana denda tersebut bisa dijalankan.
Selain 1tu untuk memenuhi tajuan
negara, tindakan penenggelaman kapal
tidak perlu dilakukan. Cukup dengan
merampas benda (kapal) vang digunakan
sebagai sarana Illegal fishing untuk
diberikan kepada nelayan lokal agar mampu
memenuhi produktifitas tangkapan nelayan,
Saran

Dalam rangka mengembalikan
kerugian negara akibat illegal fivhing yang
dilakukan oleh WNA, diperlukan
konsistensi terhadap ketentuan pidana

dalam UU Perikanan. Perbedaan
pemidanaan berupa pidana penjara bagi
pelaku yang berasal dan warga nogara asing
dengan pelaku WINI dapat diatasi dengan
melakukan revisi UU Perikanan vang
mengadopsi ketentuan interpretasi Pasal 73
UNCLOS agar lebih akomodatif terhadap
upaya pidana penjara terbatas untuk
memastikan pidana denda efektif
dilaksanakan.

(RN - RAM)
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